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ABSTRAK

Nama : Elva Damayanti
NIM : 201810110311115
Judul : Pro dan Kontra Pemberlakuan Pidana Kebiri Kimia Bagi

Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak Ditinjau Dari Perpektif
Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Analisis
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020)

Pembimbing : Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum
Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum., Ph.D

Penelitian ini membahas pro dan kontra terhadap pemberlakuan pidana kebiri kimia
bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia, ditinjau dari perspektif
hak asasi manusia. Fokus kajian diarahkan pada analisis normatif terhadap Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020
sebagai dasar hukum pemberlakuan kebijakan tersebut. Metode penelitian yang
digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif, serta
didukung oleh studi perbandingan kebijakan kebiri kimia di beberapa negara seperti
Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Polandia. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kebiri kimia di Indonesia diatur sebagai pidana tambahan yang bersifat
wajib, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk
belum adanya standar operasional prosedur (SOP), penolakan dari kalangan medis,
serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga. Dari perspektif HAM, kebiri
kimia menimbulkan dilema antara perlindungan terhadap korban dan hak pelaku,
khususnya terkait hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang
merendahkan martabat manusia. Studi perbandingan menunjukkan bahwa negara-
negara lain menerapkan kebiri kimia dengan pendekatan sukarela dan berbasis
rehabilitasi, disertai evaluasi medis yang ketat dan pengawasan berkelanjutan.
Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi regulasi yang lebih menghormati
prinsip-prinsip HAM, penyusunan SOP pelaksanaan kebiri kimia, serta penguatan
program rehabilitasi psikososial bagi pelaku sebagai bentuk pendekatan
pemidanaan yang lebih manusiawi dan efektif.

Kata Kunci: Pidana Kebiri Kimia, Kejahatan Seksual Anak, Hak Asasi Manusia
(HAM), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 70
Tahun 2020.
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ABSTRACT

Nama : Elva Damayanti
NIM : 201810110311115
Judul : Pro dan Kontra Pemberlakuan Pidana Kebiri Kimia Bagi

Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak Ditinjau Dari Perpektif
Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Analisis
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020)

Pembimbing : Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum
Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum., Ph.D

This research explores the pros and cons of the implementation of chemical
castration as a criminal sanction for perpetrators of sexual violence against children
in Indonesia, viewed from the perspective of human rights. The study focuses on a
normative analysis of Law Number 17 of 2016 and Government Regulation
Number 70 of 2020 as the legal basis for the policy. The research employs a
normative juridical approach with descriptive analysis, supported by a comparative
study of chemical castration policies in several countries such as South Korea, the
United States, and Poland. The findings reveal that chemical castration in Indonesia
is regulated as an additional and mandatory punishment, yet its implementation
faces numerous obstacles, including the absence of standard operating procedures
(SOP), opposition from medical professionals, and suboptimal inter-agency
coordination. From a human rights standpoint, chemical castration presents a
dilemma between protecting victims and respecting the rights of offenders,
particularly concerning the right to be free from torture and degrading treatment.
Comparative studies show that other countries apply chemical castration through
voluntary and rehabilitative approaches, accompanied by strict medical assessments
and continuous supervision. This study recommends a revision of the regulatory
framework to better uphold human rights principles, the formulation of detailed
SOPs for implementation, and the strengthening of psychosocial rehabilitation
programs for offenders as a more humane and effective penal approach.

Keywords: Chemical Castration, Children Sexual Crime, Human Rights, Law No.
17 of 2016, Government Regulation No. 70 of 2020.
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